
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. MaulanaLubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 ^ 458212

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAXILIUT RAJ(YAT DAERAII
XOTA UEDAIT

NOMOR : 9Og lll923l Kep-DPRD-MDNlgl 2O2\

TENTANG

PERSEIUJUAIT RAITCANGAN PERATI'RAX DA.ERAII KOTA ilEDA"IT
TENTANG

PERTIBAHAN ANGGARAN PEI{DAPATAIY DA"IT BELITJTJA DA.ERAII
KOTA MEDA.IT TATIUI AITGGARAIT 2021

DEtrIAN PERWAXILAIT RAKYAT DAERAII KOTA MEDAN

Menimbang

Mengingat

a.

1.

b

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang belum sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan
sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021, maka perlu
menlrusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, tersebut diatas perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD T.A 2021 dengan Surat
Keputusan DPRD Kota Medan;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20O4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lO4, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangaa
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130 Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undalgan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentartg Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubal beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dan Dewan Perwakilan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6187);

1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

5.



J

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangal Badan Layanan Umum (t embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor IZl,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534O);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 tahun 2O0O tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO
Nomor 21O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

14.

17. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OlZ tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarazrn pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5O41);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 17 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DpRD
( L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
60s7l;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi , Kabupaten dan Kota ( lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20 10 tentang Tata
Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubemur Sebagai Wakil pemerintah di wilayah
Provinsi Sumatera Utara.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 1108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Ol0 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan trmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambaJtan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2O07
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2O11 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang €rnggran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 tahun 2Ol8 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor
1ss7);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor lO67);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2Ol8
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O18 Nomor 465);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 202O
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 888);

a
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7Z Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor lTgl);

29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2O09 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran
Daerah Kota Medan Tahun 20O9 Nomor 7, Tambahan
lrmbaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2O2O Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
(kmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2O20 Nomor 3);

31. Peraturan Dewan Perwal<ilan Ralryat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2O2O tentang perubahan atas peraturan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan Nomor 1
Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2O20 Nomor 2).

Memperhatlkan: l.

Menetapkan

Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medal tanggal
30 Agustus 2021.

Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021, yang
disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan pada tanggal 28 September
202t.

J

MEMUTUSI(AIT:

KEPUTUSAN DEWAIY PERWAXILIIN RAI(YAT DAERAII KOTA
MEDAIT TENTAITG PERSETUJUAN RAIICANGAIT PERATURAIY
DAERAII KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PEITDAPATAN DAN BEL/I,NJA DAERAII KOTA MEDAN TAIIUN
ANGGARAN 2021.

2. Penyampaian Laporan Pembahasan Rancangan peraturan
Daerah Kota Medan tentang perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2O2l pada Rapat Paripurna Dewan perwakilal
Rakyat Daerah Kota Medan pada tanggal 28 September
2021.
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KESATU

I. PENDAPATATTDAERAII:

U. BELIINJA DAERAH :

III. PE}IBIAYAAN
PEI{ERIMAAN PEMBIAYAAN :

Menyetujui Rancangal Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Medan Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kota
Medan, dengan perincian sebagai berikut.

Rp. 5.208.964. 175. I 19'OO
(Lima Triliun Dua Ratus Delapan Miliar
Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta
Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus
Sembilan Belas Rupiah)

Rp. 5.731.395.062.275'00
(Lima Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu
Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta
Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh
Lima Rupiahf

Rp. 622.43O.887. 156,00
(Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Empat
Ratus Tiga Puluh Juta Delapal Ratus Delapan
Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam
Rupiah)

PENERIMAAN PENGELUARAN :

Rp. rfl).fiD.(XX).O(X)'(X)
lSeratus Miliar Rupiahf

PEMBIAYAAN I{EfTO:

Rp. 522.43O.887. 156'00
( Lima Ratus Dua Puluh Dua Miliar Empat

Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan
Puluh T\rjuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam
Rupiah)

Bahwa Keputusan ini terdiri dari Buku Perubahan Anggarart
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran
2O21 beserta uraian-uraian perinciannya adalah merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini

KEDUA
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KE"[IGA

WaLil Ketua,

Keputusan ini disampaikan kepada walikota Medan untukoltetapkan menjadi peraturan Daerah Kota Medan, setelahdievaluasi oleh Gubernur provinsi Sumatera Utara denganketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahal dan
ff::flf:,!.I-i: jika ternyata ai temuJian ha.i te.dapair<esararran dan/ atau kekeliruan clidalam Keputusan ini.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Medan
September 2O2l

DEWAN RAKYAT DAERAH
AN

, S.E

.k

\,,

+

D

IlIakil

H. IHWAN RrTONGA,S.E.,M.M II. RAJI'DIil SAGALIT,S.Pd.I .T BAHRIMSYAI{,S.H.,M.H

$ /

Wakil Ketua,

Tembusan:
1. WaIi Kota Medan
2. Pimpinan DpRD Kota Medan
I Ketua Badan Musyarawah DpRD Kota Medan
1. Ketua Badan Anggaran DpRD Kota Medan5. Ketua-Ketua Komisi DpRD Kota Medan6. Ketua Badan pembentukan perda DpRD Kota Medan7. Ketua Badan Kehormatan DpRD Kota fr4eaan8. Ketua-Ketua Fraksi DpRD Kota Medan9. Plt. Sekretaris DpRD Kota Medan



BERITA ACARA

PERSETUJUAA{ BERSAMA

WALI KOTA MEDAN
DAI\[

DPRD KOTA MEDAN

NOMOR
NOMOR
TANGGAL

901/ q8".
lojl tql4
2g S{(t&'{,r{202,

TENTANG

RANCANGAII PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN Tf,NTANG
PERI]BAHAN APBD TAIIUN ANGGARAN 2O2I

Pada hari selasa tanggal dua puluh delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh satr:, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E.,M.M. Wali Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kota Medan, yang
beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2
Medan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

2. HASYIM, SE : Ketua DPRD Kota Medan, yang beralamat di
Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas narna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan,
selanjutnya disebut, PIHAK KEDUA.

.-, ]. H. IHWAN RITONCA SE, M.M Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang
beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. t
Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan, selanjutnya disebut, PIHAK KEDUA.

4. H. RAJTIDDIN SAGALA S.Pd.I : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang
beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. I
Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan, selanjutnya disebut, PIHAK KEDUA.

5. H.T. BAHRUMSYAH, SH, MH Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yang
beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. I
Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan, selanjutnya disebut, PIHAK KEDUA.



menyatakan bahrva :

l. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2021, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan

penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2021 sebigaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan

perubahan ApBD Tahun Anggaran 2021, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana

tertuang pada calatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah

tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubemur Sumatera Utara untuk mendapat pengesahan

selambaGlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA MEDAN
Selaku

PIHAKPERTAMA

-Ir(

Medan, 28 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Selaku
PIHAK KEDUA

HASY]M. SE
Ketua

IJ II{WAN RITQNGA-IE- IVI.M
w

H. RAJUDD SAGAI-A S.Pd,I
I Ketua

^

ML,]IIAMNIAD BOB AF

\
) ts_

I{
Wakil Ketua

H \tI{

I


